
 

 

Bab V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi merupakan 

implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Bukittinggi. Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD 

Kota Bukittinggi merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari 

dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD).  

RKPD Kota Bukittinggi menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

RKPD Kota Bukittinggi disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui 

koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku 

kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam mendukung pelaksanaan 

penyusunan RKPD itu sendiri.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang 

dilaksanakan oleh Bappelitbangda dimulai dari proses persiapan penyusunan 

RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, 

pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan perumusan rancangan akhir RKPD 



 

 

sudah sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 

2017. Akan tetapi, pada bulan Maret tahapan  proses penetapan RKPD Tahun 

2024 menunggu rancangan Perwako pada RKPD Provinsi untuk 

berkoordinasi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada saat pelaksanaan magang di Bappelitbangda 

Kota Bukittinggi saya memberikan saran kepada instasi pemerintahan tersebut 

berupa : 

1. SKPD Kota Bukittinggi diharapkan menindaklanjuti kesepakatan dalam 

usulan prioritas Musrenbang untuk mendukung pelaksanaan RKPD. 

2. Sebaiknya seluruh SKPD harus bersedia turun langsung ke lapangan 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan meningkatkan koordinasi dengan 

Bappelitbangda serta meningkatkan sinkronisasi dalam penyusunan 

RKPD. 

3. Bappelitbangda Kota Bukittinggi sebaiknya membuat media sebagai 

wadah untuk menampung aspirasi semua pihak agar penyusunan RKPD 

berjalan lancar dan mampu mengakomodasi aspirasi untuk pembangunan 

daerah. 

 


